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Kabar6-Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia
Anis Matta menegaskan, Visi Indonesia Emas 2045 yang secara
resmi telah diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada
Kamis  (15/6/2023)  lalu,  harus  menjadi  mimpi  bersama  dan
menjadikannya sebagai ruh nasionalisme baru kita semua sebagai
bangsa.

Hal  itu  disampaikan  Anis  Matta  saat  memberikan  pengantar
diskusi Gelora Talks bertajuk ‘Proyeksi 100 Tahun Indonesia:
Menuju Superpower Baru Dunia’, Rabu (21/6/2023) sore.

Diskusi ini dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
(PPN)/Kepala  Bappenas  2016-2019  Prof.  Bambang  Brodjonegoro,
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Menteri PPN/Kepala Bappenas 2014-2015 Andrinof A Chaniago dan
peneliti muda Centre for Strategic and International Studies
(CSIS) Edbert Gan.

“Indonesia emas itu harus menjadi mimpi bersama, menjadi ruh
nasionalisme  baru  kita  semuanya.  Kita  perlu  lakukan
konsolidasi politik, karena kita perlu energi besar dan juga
peta jalan untuk mencapai tujuan besar kita itu,” kata Anis
Matta.

Menurut Anis Matta, untuk menjadikan Indonesia Emas 2045 atau
Indonesia Superpower baru yang saat ini menghadapi tantangan
geopolitik global, dimana dunia tengah mengalami disrupsi atau
fenomena perubahan yang masif.

“Jadi  mimpi  itu  memang  perlu,  ada  timeline-nya  untuk
mencapainya. Kita sepakat dengan gagasan Indonesia Emas 2045
ini, yang akan menjadi babak baru sejarah baru Indonesia yang
harus kita lewati. Tetapi kita harus menghitung secara matang
kendala geopolitik saat ini, agar kita tidak gagal seperti
Malaysia,” katanya.

Sehingga Indonesia mesti merumuskan sendiri satu model dalam
membukukan pertumbuhan ekonominya, karena Asia Tenggara adalah
kawasan yang netral, tidak punya perikatan geopolitik global
seperti negara-negara di Asia Timur antara lain Jepang, China,
Korea Selatan dan Taiwan.

“Keempat negara di Asia Timur itu, punya perikatan geopolitik
global dengan Amerika Serikat seperti halnya Jerman. Mereka
diberikan transfer teknologi, invesment atau modal, dan market
atau pasar. Indonesia tidak seperti itu, tidak ada perikatan.
Kalau Indonesia, itu lika-likunya mirip-mirip Rusia, Turki dan
India,” ujarnya.

Karena itu, kata Ketua Umum Partai Gelora yang mendapatkan
nomor urut 7 sebagai peserta Pemilu 2024 ini, perlu merumuskan
peta jalan sendiri agar menjadi negara maju atau superpower
baru dunia.



“Artinya  bangsa  ini,  punya  determinasi  dengan  tantangan
geopolitik yang luar biasa besarnya saat ini. Saya membaca
bahwa disrupsi geopolitik sekarang ini, akan mempunyai impact
yang  sangat  besar,  sehingga  kita  perlu  membuat  antisipasi
tantangan  tersebut,  karena  kita  tidak  memiliki  perikatan
geopolitik seperti halnya Jepang,” tegasnya.

Namun, Anis Matta menegaskan, Indonesia punya modal sumber
daya alam, sumber daya manusia, letak geografis dan karakter
budaya  yang  kuat  untuk  menjadi  negara  maju,  meski  tidak
memiliki perikatan geopolitik global.

“Dengan  memahami  situasi  geopolitiknya  dan  bisa  melampaui
tantangannya, saya yakin Indonesia akan tumbuh menjadi negara
besar,  negara  maju  yang  mensejahterakan  seluruh  rakyatnya.
Indonesia  akan  membukukan  pertumbuhan  ekonomi  luar  biasa
nantinya,” pungkas Anis Matta.

**Baca  Juga:  Partai  Gelora  Nilai  Putusan  MK  soal  Pemilu
Terbuka Jadi Tonggak Sejarah Demokrasi Indonesia

Perlu Kesepakatan Politik

Sementara  itu,  Menteri  PPN/Kepala  Bappenas  2016-2019  Prof
Bambang Brodjonegoro mengatakan, perlunya konsolidasi politik
para elite nasional untuk menjadikan Visi Indonesia Emas 2045
itu, sebagai misi sebagai bangsa untuk maju.

“Jadi ini bukan visi dan misinya Pak Jokowi, tapi misi dan
visi sebagai bangsa. Masa depan tetap penting, karena tujuan
akhirnya adalah menjadi negara yang mensejahterakan rakyat,”
kata Bambang.

Ia berharap agar partai politik dan semua elite politik bisa
sepakat  dengan  Visi  Indonesia  Emas  2045  sebagai  cita-cita
bangsa, cita-cita bersama. Bukan cita-cita Presiden Jokowi,
Presiden A, B, C dan seterusnya.

“Sehingga  segala  upaya  dan  kebijakan  nantinya  dibuatnya
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mengarah  kesana.  Presiden  2024-2029,  2029-2034,  sampai  ke
2034-2039 dan 2044 itu, harus bisa memahami apa yang sudah
dilakukan presiden sebelumnya. Jadi presiden berikutnya harus
melanjutkan  apa  yang  dlakukan  presiden  sebelumnya.  kita
berbicara saling berkelanjutan, bukan saling mengklaim atau
siapa yang paling hebat dan paling benar,” katanya.

Sebagai  orang  yang  pernah  bertanggungjawab  di  Bappenas,
Bambang mengatakan, sulit bagi presiden yang maksimal berkuasa
selama 10 tahun di era demokratis sekarang untuk menyelesaikan
permasalahan bangsa yang begitu kompleks saat ini.

“Kita butuh waktu diatas 10 tahun itu, sudah pasti. Dan ini
yang menurut saya, perlu disadari elite politik sekarang. Kita
harus sepakat dengan visi dan tujuan Indonesia Emas 2045,
karena  tujuannya  menjadikan  negara  yang  mensejahterakan
rakyat. Kita harus sepakat itu dulu, mau nomor 5, nomor empat
atau  nomor  3  itu  urusan  belakangan.  Kita  fokus  dulu
mensejahterakan  masyarakat,”  ujarnya.

Mantan  Menristek  Periode  2019-2021  ini,  mengatakan,  untuk
mewujukan Visi Indonesia 2045 itu, Indonesia perlu melakukan
transformasi reformasi (reform transformation), transformasi
ekonomi, bukan economic reform seperti yang digembar-gemborkan
para ekonom.

Transformasi  ekonomi  ini,  nantinya  akan  meningkatan  income
(pendapatan  per  kapita)  Indonesia  dari  sekitar  USD  4.000
menjadi sekitar USD 14.000, naik tiga kali lipat dalam jangka
waktu 20 tahun.

Sehingga pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen seperti sekarang
tidak cukup, minimal pertumbuhan ekonimi dibutuhkan diangka
antara 6-7 persen.

“Paling tidak itu baru menjamin kita keluar dari midle income
trap (jebakan kelas menengah) pada 2043, menuju negara maju
yang mensejahterakan rakyatnya. Bentuknya, dengan meningkatkan
industraliasi,  digitalisasi  bagian  dari  peningkatan



pertumbuhan, dan sustainability sosial lingkungan yang bisa
mengurangi dampak bencana alam,” katanya.

Terakhir, Indonesia harus memiliki model pengelolaan sumber
daya alam. Karena terkadang sumber daya alam yang melimpah
justru  menjadi  karma  atau  penghambat  untuk  menjadi  negara
maju, karena tidak fokus pada peningkatan kualitas sumber daya
manusianya dan pengembangan industalisasi.

“Sumber daya yang melimpah ini, terkadang banyak godaannya,
membuat kita terjebak dengan harga komoditas, sehingga kita
melupakan  tujuan  untuk  meningkatkan  industralisasi.  Kita
lakukan eksplorasi besar-besar, tapi kita ekspor bahan mentah
dan harganya murah, bahkan kita malah impor sumber daya alam
yang kita ekspor. Jadi kita harus punya model pengelolaan
sumber daya alam,” kata mantan Menteri Ekonomi era Presiden
Jokowi di periode pertama ini.

Elite Politik Harus Solid

Sedangkan  Menteri  PPN/Kepala  Bappenas  Periode  2014-2019
Andrinof A Chaniago berharap agar para elite nasional solid
mendukung Visi Indonesia Emas 2045 agar dapat dieksusi untuk
menjadi bangsa yang maju.

“Masalah kita yang perlu kita waspadai ke depan ini, kita
mungkin punya visi gagasan yang Solid, tapi kita tidak bisa
mengeksekusinya dengan solid. Ini kesalahan dan kelemahan kita
dari orde lama, orde baru, hingga reformasi saat ini. Tidak
bisa dieksekusi secara konsisten, karena berpikirnya selalu
mengintepretasikan sebagai gagasannya sendiri, bukan bangsa.
Inilah tantangan kita di Indonesia,” kata Andrinof.

Menurut  dia,  sistem  politik  Indonesia  yang  mengakomodasi
pluralisme politik multi partai yang menganut paham demokrasi,
sulit  menjadikan  Indonesia  sebagai  negara  maju,  karena
banyaknya  interpretasi  atau  perbedaan  pendapat  yang  tajam
dalam menyikapi sebuah kebijakan.



“Inilah yang menjadi tantangan kita di Indonesia yang menganut
paham demokrasi dengan sistem multi partai yang mengadopsi
pluralisme politik, sehingga kita sulit mencapai pertumbuhan
ekonomi tinggi, butuh waktu panjang untuk mencapainya. Berbeda
dengan China yang dengan satu partai dan demokrasi dijaga,
pertumbuhan  ekonomi  sekarang  mencapai  8-9  persen,”  kata
Pendiri Lembaga Survei Cyrus Network ini.

Peneliti muda CSIS Edbert Gan mengatakan, salah satu elemen
keberhasilan Indonesia dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas
2045  adalah  perlunya  Indonesia  mencontoh  kajian-kajian
‘developmental state’ , belajar dari pengalaman negara-negara
Asia Timur.

“Elemen penting dari negara-negara ini yang bisa dipelajari
adalah  mengkoordinasikan  industri  dengan  sekolah-sekolah
maupun  akademisi  (perguruan  tinggi)  yang  memang  difokuskan
kepada pengembangan industralisasi. Dalam konteks ini, negara
sangat berperan dan menjadi kunci keberhasilan industrilisasi
mereka,” kata Edbert Gani

Negara-negara  di  Asia  Timur,  kata  Edbert,  menciptakan
birokrasi otonom dan profesional dalam memberikan pelayanan
publik, khususnya dalam pengembangan industri.

Birokrasi di negara tersebut, dikelola secara modern dengan
dukungan  sumber  daya  manusia  yang  memadai,  sehingga
menciptakan  kebijakan-kebijakan  yang  berpihak  pada
industralisasi.

“Saya  berharap  kalau  nanti  Partai  Gelora  berkuasa,  bisa
mendorong agar kita belajar dari sukses negara-negara di Asia
Timur, sehingga kita bisa lepas landas menjadi negara maju.
Dan kita tidak terus menjadi pemburu rente di bidang ekonomi,
karena  bonus  demografi  akan  menjadi  sia-sia  kalau  praktik
rente masih terjadi. Itulah tantangan kita sebagai bangsa,”
tegasnya.

Ia  menilai  praktik  pemburu  rente  saat  ini,  sudah  mulai



menjangkiti generasi muda, meskipun di dalam permukaan selalu
mengatakan antikorupsi, karena ingin secara instan cepat kaya.

“Tapi catatan saya, generasi muda ini, adalah generasi baru
yang bisa memberi warna masuk ke birokrasi dan bisnis, dan
sektor-sektor lainnya untuk mencegah praktik pemburuh rente
ini. Tapi kita perlu strategi untuk mendorong hal ini,” kata
Peneliti Politik & Kebijakan Publik CSIS ini.(Tim K6)

Fahri  Hamzah:  Capres  Masih
Bisa  Berubah  Tergantung
Situasi Politik
written by Editor2 - | 22 Juni 2023

Kabar6-Wakil  Ketua  Umum  Partai  Gelombang  Rakyat  (Gelora)
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Indonesia  Fahri  Hamzah  mengatakan,  peta  dukungan  terhadap
calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024
bisa  saja  berubah,  karena  tergantung  situasi  dan  kondisi
perpolitikan saat ini.

Apalagi waktu pendaftaran bakal capres di Komisi Pemilihan
Umum (KPU) baru dibuka pada 19 Oktober 2023, dan pengumuman
capresnya baru dilakukan pada 25 November 2023.

Diketahui, hingga kini ada tiga capres yang mengemuka, yakni
Menteri  Pertahanan  Prabowo  Subianto,  Gubernur  Jawa  Tengah
Ganjar Pranowo dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Pemilu masih jauh. Kita masih punya waktu 5 bulan lagi untuk
pendaftaran  capresnya.  Terlalu  panjang  waktu  dan  terlalu
mungkin semuanya berubah,” kata Fahri Hamzah dalam keterangan
tertulisnya, Minggu (18/06/2023).

Fahri  mengkritik  manuver  sejumlah  partai  politik  (parpol)
koalisi, termasuk para capres yang diusungnya, yang terlihat
makin intensif. Padahal hanya sebuah drama, yang oleh rakyat
sendiri tidak kelihatan manfaatnya.

“Di masa lalu (pemilu sebelumnya, red) calon-calon itu baru
muncul last menit, bahkan dalam hitungan 1×24 jam. Artinya,
pertemuan-pertemuan ini sebenarnya, sekali lagi hanya sebuah
drama,” katanya.

**Baca  Juga:  Partai  Gelora  Nilai  Putusan  MK  soal  Pemilu
Terbuka Jadi Tonggak Sejarah Demokrasi Indonesia

Kecuali  jika  pertemuan  itu,  dalam  rangka  perdebatan
substansial, misalnya dalam rangka membuka platform koalisi ke
depan.

“Bahwa kalau calon ini berkuasa akan melakukan ini…, itu. Tapi
kalau partai ini berkoalisi dengan partai ini, maka hal-hal
ini yang akan dilakukan. Itu sama sekali tdak ada,” sebutnya.

Menurutnya,  koalisi  yang  ada  saat  ini  hanya  drama  untuk
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memancing  pemberitaan  saja,  yang  konteksnya  hanya  sekedar
pertemuan  belaka.  Sementara  publik,  sebetulnya  ingin  tahu,
apakah  ada  efek  pada  kebijakan  negara  di  masa  yang  akan
datang.

“Tapi ujungnya nanti momennya 75 hari kampanye, ya berarti
pertemuan-pertemuan ini kan hanya menjadi drama. Karena sekali
lagi,  tdak  ada  problem  dalam  aturan  pemilu  presiden
menggunakan  PT  20  persn,”  ujar  Fahri.

Terakhir, Fahri mengingatkan para elit dan pemimpin Indonesia
harus sadar bahwa pemilu bagi rakyat adalah tentang memilih
pemimpin dengan berbagai latar pemikiran dan janji-janjinya
dan track record nya untuk akan datang.

Sehingga diharapkan tdak hanya sekedar basa basi, tak bermakna
bagi kepentingan rakyat, untuk mengetahui siapa pemimpinnya
yang sebenarnya.

“Apa yang dia (calon pemimpin) pikirkan, mau dibawa kemana
bangsa ini? Hal-hal itu tidak boleh ditutupi hanya sekedar
basa basi seperti yang terjadi selama ini,” pungkas Wakil
Ketua DPR Periode 2014-2019 ini.(Tim K6)

Fahri Hamzah: Ongkos Politik
di  Indonesia  Butuh  Dana
Jumbo,  Nilainya  Makin  Gila-
gilaan Capai Rp 11,6 Triliun
written by Editor2 - | 22 Juni 2023
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Kabar6-Wakil  Ketua  Umum  Partai  Gelombang  Rakyat  (Gelora)
Indonesia,  Fahri  Hamzah  menegaskan,  pesta  demokrasi  itu
permainan yang mahal, karena mengakomodasi keterlibatan publik
secara lebih luas secara atau masif.

Jadi politik itu, tidak bisa diletakan hanya sebagai permainan
segelintir  elit  saja,  tapi  politik  adalah  permainan  semua
orang.

“Dibutuhkan  dana  jumbo  untuk  membiayai  seseorang  dalam
kontestasi politik. Untuk biaya seseorang mendapat kursi di
DPR RI saja, butuh dana keseluruhan sebesar Rp11,6 Triliun,”
ungkap Fahri Hamzah dalam keterangannya, Minggu (28/5/2023).

Hal itu disampaikan Fahri Hamzah dalam program acara Your
Money Your Vote bertajuk ‘Uang Haram di Pusaran Pemilu 2024’,
Sabtu (27/5/2023).

Kata dia, ongkos minimal seorang calon Legislatif (Caleg) agar
bisa  duduk  di  Senayan  mencapai  miliaran  rupiah,  dimana
kisarannya mulai dari Rp5 Miliar sampai Rp15 Miliar untuk DPR



RI.

Menurut Fahri, biaya yang dikeluarkan sebesar itu sudah lazim
dalam alam demokrasi saat ini, karena dana tersebut digunakan
untuk  membiayai  logistik  seperti  pemberian  bantuan  dan
sebagainya.

“Makanya, tak heran banyak orang kaya yang selalu terpilih
menjadi anggota DPR RI, setiap pemilu. Lantaran mereka punya
kekuatan finansial. Tentu ada orang-orang kaya yang merem saja
dia (menang). Nggak perlu ke dapilnya, dia cuma kirim truk
logistik, dia kirim uang, dia kirim segala macam. Dan orang
ini di DPR RI nggak pernah berbicara, nggak pernah menyatakan
pendapat, tapi setiap tanggal 20 Oktober per lima tahunan dia
dilantik.  Kenapa?  Karena  uangnya  banyak  betul  orang  ini,”
ungkap Fahri.

Begitu  pula  ongkos  untuk  menjadi  seorang  calon  presiden
(capres),  jumlahnya  lebih  gila-gilaan  lagi,  karena  sudah
mencapai  triliunan.  Dia  memperkirakan  kalau  di  Indonesia,
orang tidak punya uang Rp5 Triliun, tak bisa nyapres.

Sebagai  contoh,  Fahri  mengungkapkan  ongkos  yang  diperlukan
dalam  pemilihan  gubernur  (Pilgub)  mencapai  puluhan  hingga
ratusan miliar, tergantung besar kecil provinsi. Makanya, tak
heran,  untuk  pemilihan  presiden  (Pilpres),  minimal  seorang
capres butuh uang minimal sebesar Rp5 triliun.

Dari mana uang sebanyak itu? Kata Fahri, kalau seorang capres
uangnya  bukan  uang  pribadi,  melainkan  dikumpulkan  dari
berbagai donatur.

**Baca Juga: Dorong Perda Kuliah Gratis Bagi Anak Yatim di
Banten, Sukardin : Gelora Siap Berlaga di Pemilu 2024

Meski  di  belakang  nanti  akan  ada  hubungan  dengan  power
(kekuasaan)  dan  policy  (kebijakan)  yang  akan  dibuat  oleh
negara dan pemerintah.
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Dengan  model  demokrasi  begini,  Fahri  menyebut,  pertarungan
dalam memilih pemimpin itu bukan soal adu gagasan, tapi adu
logistik.

Karena  itu,  lanjut  dia,  harus  dipikirkan  secara  serius
bagaimana caranya membiayai yang mahal di dalam demokrasi ini,
supaya biaya mahal itu justru tidak menjadi sumber korupsi.

Menurut  dia,  regulasinya  yang  masih  tanggung  harus
disempurnakan,  juga  regulasi-regulasi  lain  yang  berkaitan
dengan pembiayaannya sendiri.

Sebetulnya ada tiga cara pembiayaan, yakni 100 persen dibiayai
negara, dibiayai oleh fully by market atau sepenuhnya dibiayai
pasar dan pembiayaan dengan sistem hibryd.

Pembiayaan  yang  dibiayai  100%  oleh  negara,  Fahri  menyebut
seperti yang tengah dirancang Parlemen Malaysia yang tengah
memulai pembahasan tentang pembiayaan 100% oleh negara, karena
mereka mulai khawatir keterlibatan dari tim dirty money dan
ilegal money ke dalam pemilihan di pemilu dan partai politik.

Masih menurut Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 ini, adalah
yang  ekstrem  lagi  dibiayai  oleh  fully  by  market  atau
sepenuhnya  oleh  pasar,  seperti  yang  terjadi  di  Amerika
Serikat.

Tetapi tentunya harus ada regulasi yang ketat agar dana yang
dikumpulkan untuk kegiatan pemilu, tidak boleh jatuh kepada
pembiayaan pribadi.

“Sedang pembiayaan Dengan sistem hibryd, sepertinya kita ingin
memakai  ini,  tapi  regulasinya  itu  tidak  ketat  sehingga
pelibatan  uang  ilegal  di  dalam  pemilu  di  kita  itu  masih
terlalu ketat, terutama yang tidak disadari adalah pembiayaan
pemilu berbasis kepada uang pribadi. Sehingga dalam pemilu
kita  itu  sebenarnya  fighting  between  kandidat  itu  atau
pertarungan  antar  kandidat,  lebih  merupakan  pertarungan
pribadi yang lama-lama kemudian orang menyadari bahwa karena



kita gagal agregasi politik gagasan di dalam pemilu, akhirnya
orang lari kepada politik uang politik logistik gitu,” papar
Fahri Hamzah yang mencalonkan dirinya sebagai caleg Partai
Gelora untuk Dapil NTB I ini.(Tim K6)

Tolak  Proporsional  Tertutup,
Fahri  Hamzah:  Pemilu  2024
Harus  Sistem  Terbuka,  Biar
Semua Caleg Bisa Tempur
written by Editor2 - | 22 Juni 2023

Kabar6-Wakil  Ketua  Umum  Partai  Gelombang  Rakyat  (Gelora)
Indonesia  Fahri  Hamzah  meminta  Mahkamah  Konstitusi  (MK)
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menolak  gugatan  sistem  proporsional  terbuka  yang  diajukan
sejumlah kader kader partai politik dan perseorangan warga
negara dalam putusannya.

Mereka menginginkan kembali pemberlakuan sistem proporsional
tertutup di dalam Pemilu 2024.

Saat  ini,  MK  masih  menyidangkan  gugatan  tersebut,  dengan
mendengarkan keterangan banyak organisasi yang menjadi pihak
terkait dan keterangan para ahli.

Namun, Fahri Hamzah menegaskan, sistem proporsional terbuka
jauh lebih baik daripada sistem proporsional tertutup. Sebab,
dengan  proporsional  terbuka  semua  calon  legislatif  (caleg)
akan bertempur atau berdarah-darah.

Tetapi, jika menggunakan proporsional tertutup, caleg tidak
bertempur, tinggal terima jadi saja berdasarkan nomor urut,
karena kedekatannya dengan petinggi parpol.

“Makanya saya berharap semoga sistemnya terbuka, biar semua
caleg tempur,” kata Fahri Hamzah dalam keterangannya, Senin
(15/05/2023).

Mantan Wakil Ketua DPR RI Periode 2009-2014 yang kini maju
sebagai  caleg  Partai  Gelora  dari  daerah  pemilihan  Nusa
Tenggara Barat (NTB) I ini mengaku, sangat terharu menyaksikan
perjalanan kawan-kawan di seluruh Indonesia dalam menyukseskan
pendaftaran caleg Pemilu 2024.

Mulai,  dari  persiapan  sampai  menunggu  surat  KPUD  untuk
menuntaskan  pemeriksaan  perbaikan  berkas  yang  telah
diverifikasi.

“Saya sangat terharu menyaksikan kawan-kawan ‘Sahabat Gelora’,
yang bertekad mensukseskan pendaftaran caleg. Mereka bermalam
di KPU sampai perbaikan selesai. Karena hanya dikasih waktu
2×24 jam,” katanya.

“Alhamdulillah,  akhirnya  Partai  Gelora  Indonesia  telah



mendaftarkan seluruh calon legislatornya dan diterima oleh KPU
se-Indonesia,” imbuh Fahri.

Partai  Gelora  sendiri  Indonesia  secara  resmi  menyerahkan
daftar bakal calon legislatif (bacaleg) ke Komisi Pemilihan
Umum (KPU) RI, pada Minggu (14/05/2023) malam.

Partai Gelora mendaftarkan 15.587 bacaleg untuk semua daerah
pemilihan  (dapil)  pusat  (DPR),  DPRD  provinsi  dan  DPRD
kota/kabupaten se-Indonesia. Pendaftaran bacaleg Partai Gelora
tersebut  dilakukan  oleh  Sekretaris  Jenderal  Partai  Gelora
Mahfuz Sidik.

**Baca  Juga:  Perwakilan  Wanita  Bacaleg  Gelora  Kabupaten
Tangerang 34 Persen

Saat pendaftaran bacaleg, Mahfuz Sidik sempat menyindir soal
isu  perubahan  sistem  proporsional  terbuka  menjadi  tertutup
selama empat bulan ini, yang mempengaruhi minat orang untuk
mendaftar sebagai caleg, terutama di kota/kabupaten.

“Kami dari Partai Gelora sangat berkeinginan dan berharap agar
sistem  proposional  terbuka  ini  tetap  seperti  sekarang  ini
untuk untuk pemilu 2024,” kata Mahfuz.

Partai Gelora pun harus menyakinkan calon anggota dewan yang
ingin  mendaftar  sebagai  bacaleg,  bahwa  Pemilu  2024  tetap
menggunakan  sistem  proporsional  terbuka,  bukan  proporsional
tertutup.

Ketika  bisa  diyakinkan,  baru  mereka  berbondong-bondong
mendaftar menjadi bacaleg ke Partai Gelora, lonjakannya hingga
mencapai 40 persen dalam seminggu terakhir.

“Jadi ini sebenarnya taruhan yang berbahaya bagi kami, karena
harus diiringi dengan doa setiap malam agar tidak ada putusan
Mahkamah Konstitusi yang mengubah ini,” katanya.

Dalam sidangnya, Senin (15/05/2023), Ketua MK Anwar Usman MK
tegas  menepis  lembaganya  sengaja  mengulur-ulur  sidang.  MK
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membantah  memperlambat  memutus  gugatan  sistem  proporsional
terbuka.

“Ada beberapa pihak yang menyatakan MK seolah-olah sengaja
lambat  untuk  memutuskan.  MK  tidak  mungkin  memutus  tanpa
mendengar para pihak tidak menggunakan haknya,” ujar Anwar
Usman.(Tim K6)

Perwakilan  Wanita  Bacaleg
Gelora Kabupaten Tangerang 34
Persen
written by Editor2 - | 22 Juni 2023

Kabar6-Hari  terakhir  pendaftaran  bakal  calon  legislatif
(Bacaleg)  DPD  Oartai  Gelombang  Rakyat  (Gelora)  Kabupaten
Tangerang mendaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum di Tigaraksa,
Minggu, (14/5/2023). Iring-iringan rombongan menyemut penuhi
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jalan.

“Alhamdulillah  Gelora  sudah  mendaftarkan  diri  malam  hari
Minggu,  tadi  juga  sudah  kita  daftar  sebanyak  55  Bacaleg
artinya itu sudah 100 persen semua slot yang sudah terisi,”
ujar Ketua DPD Gelora Indonesia Kabupaten Tangerang, Farizal
kepada wartawan.

Ia  menyatakan,  keterwakilan  perempuan  34  persen.  Latar
belakang  Bacaleg  berbagai  macam  dari  pengusaha,  anak  muda
melenial, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya.

**Baca Juga: Berkas 61 Bacaleg Partai Gelora Banten Dinyatakan
Diterima KPU

“Kami berharap temen temen bacaleg merebut hati masyarakat
dengan strategi persuasif dan berkalobarasi antar Bacaleg yang
ada,” jelasnya.

Farizal mengatakan, target di DPD Gelora Kabupaten Tangerang
minimal satu kursi satu dapil sehingga bisa terbentuk satu
fraksi di DPRD Kabupaten Tangerang.

“Kalau mengenai kendala pasti ada, secara bersama dengan temen
temen bacaleg admin LO di kabupaten Tangerang dan juga KPU
kita terus berkordinasi Alhamdulillah itu bisa terselesaikan,”
jelasnya. (Rez)

Ratusan  Relawan  Antusias
Antarkan  Gelora  Daftar
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Bacaleg  ke  KPU  Kabupaten
Tangerang
written by Editor2 - | 22 Juni 2023

Kabar6-Ratusan relawan yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang
antusias  mengantarkan  Partai  Gelombang  Rakyat  (Gelora)
Indonesia ke kantor KPU yang berlokasi di kawasan Tigaraksa,
Minggu (14/05/2024).

“Hari  ini  ratusan  relawan  mengantarkan  Gelora  untuk
mendaftarkan Bacaleg ke KPU Kabupaten Tangerang,” ungkap Abdul
Rafid,  koordinator  Relawan  Gelora,  kepada  wartawan,  Minggu
(14/05/2024), petang.

Abdul Rafid yang juga tercatat sebagai Bacaleg DPRD Kabupaten
Tangerang  Daerah  Pemilihan  (Dapil)  5,  meliputi  kecamatan
Cikupa, Curug dan Panongan ini menuturkan, ratusan relawan ini
sudah berdatangan mulai dari pagi hingga petang di kantor DPD
Partai  Gelora  Indonesia  yang  berada  di  kawasan  Bizlink
CitraRaya, Kabupaten Tangerang.

**Baca Juga: Daftarkan Bacaleg ke KPU, Sarah Azzahra : Bersama
Rakyat Gelora Menuju Lima Besar Dunia

Para relawan hadir dengan menggunakan biaya pribadi masing-
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masing,  karena  mereka  ingin  menjadi  saksi  sejarah  dan
memastikan bahwa partai bernomor urut 7 ini mendapatkan tempat
di hati rakyat serta menjadi partai pemenang pada pemilu yang
bakal digelar pada 14 Februari 2024 mendatang.

“Kami berharap proses ini berjalan sukses dan lancar. Dan
rakyat memberikan amanah kepada kader- kader terbaik partai
Gelora Indonesia,” katanya.(Tim K6)

Daftarkan  Bacaleg  ke  KPU,
Sarah  Azzahra  :  Bersama
Rakyat  Gelora  Menuju  Lima
Besar Dunia
written by Editor2 - | 22 Juni 2023
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Kabar6-Partai  Gelombang  Rakyat  (Gelora)  Indonesia  secara
serentak resmi mendaftarkan Bakal Calon Legislatif (Bacaleg)
ke Komisi Pemilihan Umum Pusat, Provinsi, dan Kota/Kabupaten,
pada Minggu (14/05/2023), petang ini.

Pendaftaran  ini  merupakan  bukti  komitmen  Partai  Gelora
Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi di
Indonesia.

Sebagai  Bacaleg  DPR  RI  Dapil  Banten  III,  Sarah  Azzahra
berkomitmen  untuk  mewujudkan  cita-  cita  seluruh  masyarakat
melalui upaya- upaya yang nyata dan berkelanjutan.

Tokoh  muda  berparas  cantik  yang  mengusung  slogan  ‘Pejuang
Rakyat  Tangerang  Raya’  ini  juga  siap  memperjuangkan
kepentingan rakyat Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten
Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, demi
membangun bangsa yang lebih baik, menuju 5 besar dunia.

“Hari ini kami bersama ribuan kader akan datang ke KPU untuk



daftarkan  Bacaleg.  Mohon  do’anya  semoga  prosesnya  berjalan
lancar dan sukses. Jangan salah pilih, mari kita rapatkan
barisan,  menyatukan  sikap  dan  melangkah  bersama  menuju
Indonesia lima besar dunia,” serunya.

Senada dikemukakan Bacaleg DPRD Provinsi Dapil Tangerang A,
pihaknya  mengajak  seluruh  masyarakat  di  Tangerang  Raya,
khususnya  para  pemilik  hak  suara  untuk  turut  serta  dalam
Pemilihan Umum 2024 dan memilih pemimpin yang mampu memimpin
dengan bijak, jujur, dan amanah.

**Baca Juga: 55 Bacaleg Siap Didaftarkan, Ratusan Kader Gelora
Bakal Ramaikan KPU Kabupaten Tangerang

“Saya  berharap  partisipasi  aktif  masyarakat  dapat  membawa
perubahan positif bagi Indonesia yang lebih maju, sejahtera,
dan adil,” tuturnya.

Sementara  itu,  Kusnadi  Bacaleg  DPRD  Provinsi  Banten  Dapil
Kabupaten Tangerang C, Kusnadi juga menyatakan siap bersaing
secara sehat dengan Bacaleg dari partai lainnya selama proses
tahapan pemilu hingga pada hari pencoblosan.

Dia meyakini dengan dukungan masyarakat Tangerang Raya, kader
terbaik  partai  besutan  Anis  Matta,  Fahri  Hamzah,  Mahfudz
Siddik dan Achmad Rilyadi ini dapat meraih kursi maksimal
sesuai target.

Hal ini juga untuk mewujudkan visi dan misi partai dan cita-
cita  rakyat  dengan  membawa  negara  ini  menuju  Indonesia
superpower Baru.

“Kami  mengajak  seluruh  masyarakat  Indonesia  untuk  terus
mendukung dan memperjuangkan demokrasi yang sehat, transparan,
dan jujur. Mari kita bersama-sama membangun Indonesia yang
lebih  baik  melalui  proses  demokratis  yang  berkualitas,”
katanya.(Tim K6)
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Fahri  Hamzah:  Pemimpin  Baru
Harus  Sanggup  Memikul  Beban
Bangsa
written by Editor2 - | 22 Juni 2023
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Kabar6-Wakil  Ketua  Umum  Partai  Gelombang  Rakyat  (Gelora)
Indonesia  Fahri  Hamzah  berharap  tiga  nama  calon  presiden
(Capres) yang muncul, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo
dan  Anies  Baswedan  bisa  maju  semua  di  Pemilihan  Presiden
(Pilpres) 2024.

“Karena pembicaraan tentang calon presiden yang sudah muncul
ada  tiga  nama,  Kalau  bisa  tiga-tiganya  maju,  tidak  ada
perubahan. Sehingga kita bisa menyaksikan figur-figur kita ini
bertarung. Dan akan lebih indah tentunya pesta rakyat ini,
akan semakin semarak,” kata Fahri Hamzah dalam Gelora Talks
bertajuk ‘Menakar Peluang Capres & Format Koalisi Parpol 2024,
Rabu (3/5/2023) sore.

Dengan adanya tiga capres yang maju di Pilpres 2024, menurut
Fahri, akan dilahirkan pemimpin terpilih yang sanggup memimpin
beban  bangsa  Indonesia  ke  depan  di  tengah  ketidakpastian
situasi global saat ini.

“Mudah-mudahan dengan itu, pemimpin baru yang terpilih adalah
mereka-mereka  yang  kita  anggap  akan  sanggup  memikul  beban
bangsa ini ke depan,” katanya Wakil Ketua Umum Partai Nomor 7
di Pemilu 2024 ini.

Namun,  Fahri  mengkritik  cara  partai  politik  (parpol)
mencalonkan  capres  yang  mereka  dukung  berdasarkan  hasil
survei, bukan dari pengkaderan, kecuali Prabowo Subianto.

Sebab, bukan hal mustahil, jika suatu saat pencalonan Ganjar
Pranowo dan Anies Baswedan bisa batal di tengah jalan ketika
tiba-tiba hasil surveinya jeblok atau ada perubahan konstelasi
politik saat ini.

“Pertemuan  antara  Demokrat  dan  Golkar  mengindikasikan
kemungkinan  adanya  koalisi  baru,  Airlangga  Hartarto
berpasangan AHY (Agus Harimurti Yudhoyono). Anies bisa batal
jadi capres, dan Koalisi Perubahan bisa bubar,” katanya.

Fahri menegaskan, hanya Partai Gerindra saja saat ini parpol



yang  konsisten  menjalankan  pengkaderan  dengan  mencalonkan
capresnya  dari  internal,  karena  hal  itu  merupakan  tujuan
pendirian sebuah partai.

“Hanya Pak Prabowo yang mengikuti rute pengkaderan, mendirikan
partai dan maju sebagai calon presiden. Kalau yang lainnya itu
provokasi  lembaga  survei,  bahkan  diancam  kalau  nggak
dijalankan ini bisa gawat, sehingga surveinya tiba-tiba gede-
gede (besar-besar) semua,” ujarnya.

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini meminta Komisi Pemilihan
Umum (KPU) RI untuk menggelar debat capres mengisi kekosongan
waktu  hingga  6-7  bulan  ke  depan  sebelum  masa  pendaftaran
peserta Pilpres 2024 ini dimulai.

“Karena tidak ada perdebatan ide dan gagasan dari capres, maka
wajar mereka baru minum kopi, diajak ngumpul makan bakso,
makan nasi goreng. Kita akan menyaksikan akan lebih banyak
lagi kuliner yang bermunculan, bukannya perdebatan. Harusnya
penyelenggara  Pemilu  bikin  aturan,  dan  memfasilitasi
perdebatan  capres  saat  ini,”  pungkasnya.

**Baca Juga: Belum Daftarkan Bacaleg ke KPU Lebak, Parpol
Masih Sibuk Lengkapi Persyaratan

Keadaan Dikte Koalisi

Sementara itu, pengamat politik Rocky Gerung menyebut koalisi
seharusnya  mendikte  keadaan,  bukan  keadaan  yang  mendikte
koalisi.

Maksudnya,  saat  ini,  kata  Rocky,  koalisi  partai  malah
mengikuti  arus  pergerakan  politik,  bukan  koalisi  yang
menentukan apa keputusan yang harus diambil secara mandiri.

“Jadi apa yang kita sebut koalisi sebetulnya hanyalah upaya
untuk saling mengintip, saling mengintai, kan itu dasarnya,”
ujar Rocky.

Ia menyebut, koalisi partai politik saat ini terlihat plin-
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plan.  Apalagi  saat  Presiden  Joko  Widodo  (Jokowi)  bermain
dengan endorse tokoh bakal calon presiden dengan asal koalisi
yang berbeda-beda.

“Jadi  dari  awal  koalisi  ini  adalah  barang  busuk  di  dalam
demokrasi di Indonesia, di tempat lain itu gak ada,” katanya.
Menurut Rocky, di negara lain, koalisi partai politik akan
menuntun  secara  koheren  dan  konsisten  tokoh  politik  yang
diusung mereka untuk maju dalam pencalonan.

Sedangkan di Indonesia, ujar Rocky, keputusan yang dihasilkan
dari koalisi malah menunggu sinyal dari seseorang yang bukan
anggota koalisi.

“Kalau saya tanya, Pak Jokowi anggota koalisi mana, KIB? Oh
iya, tapi dia endorse juga yang bukan anggota koalisi KIB,”
ujar Rocky yang juga pengamat filsafat ini.

Namun, Rocky memaafkan Jokowi karena tidak memahami dasar dari
ide  demokrasi,  padahal  Jokowi  sebelumnya  dipilih  secara
demokratis oleh rakyat dalam dua pemilu lalu.

“Pak Jokowi memang tidak paham dasar dari ide demokrasi itu.
Kalau tahu, ya ngapain kita nunggu lagi Jokowi, yang katanya
mampu  menjadikan  demokrasi.  Pak  Jokowi  dipilih  secara
demokratis, tapi dia sendiri tidak paham atas pilihannya,”
tandasnya.

Jaga Kekompakan

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindara
Habiburokhman mengatakan, Prabowo bukan seperti politisi biasa
yang  mengandalkan  pencitraan.  Prabowo,  lanjutnya,  selalu
mengedepankan gagasan-gagasan besar.

“Pak Prabowo punya gagasan-gagasan besar, agak susah kalau Pak
Prabowo kita arahkan untuk melakukan komunikasi receh atau
gaya pencitraan seperti yang lainnya,” kata Habiburokhman.

Menurut dia, apa yang dilakukan Prabowo justru sejalan dengan



pemikiran Partai Gelora, bahwa dunia tidak sedang baik-baik
saja dan berada dalam ancaman perang nuklir, serta peningkatan
ketegangan di Laut China Selatan patut diwaspadai pasca perang
Rusia-Ukraina.

“Di  Pilres  2019  lalu,  Pak  Prabowo  sudah  wanti-wanti  akan
kemungkinan  terjadinya  perang,  dan  terbukti  terjadi  perang
sekarang. Dan ketegangan di Laut China Selatan ini melibatkan
pihak-pihak yang memiliki kekuatan yang pegang tombol senjata.
Kalau ada satu pihak yang sedikit tidak sabar, semua penghuni
bumi bisa di bom seperti Heroshima. Kita terancam barang yang
sangat mematikan,” katanya.

Habiburokhman  mengungkapkan,  banyak  ahli  strategi  di  dunia
sekarang  yang  meramalkan  terjadinya  perang  di  Laut  China
Selatan, yang dipicu perang antara China-Taiwan.

“Karena  itu,  kita  sebagai  negara  besar  tentu  harus
mempertimbangkan  politiknya,  juga  dampak  dari  konteks
keamanan. Karena itu, kita sebagai bangsa harus menunjukkan
kekompakan, karena bangsa yang bisa bertahan lama, negara yang
elitnya bisa menunjukkan kekompakan,” katanya.

Kekompakan ini, kata Habiburokhman, menjadi fokus Prabowo yang
menjadikan  Pemilu  2024  sebagai  momentum  untuk  menyatukan
seluruh masyarakat dalam menghadapi tantangan global ke depan.

“Sehingga  ketika  terjadi  perbedaan  pilihan  tidak  sampai
terjadi konflik. Masyarakat tidak terbelah lagi dan menganggap
sebagai bagian dari demokrasi,” ujarnya.

Sedangkan Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto mengatakan,
pengumuman capres sejak awal agar masyarakat bisa mencermati
calon-calon pemimpinnya, apakah pemimpinnya berintegritas atau
tidak, dan sebagainya.

“Kami melihat bahwa pencalonan jauh lebih awal adalah sangat
penting, masyarakat secara dini bisa mencermati calon pemimpin
mereka seperti kualitas tentang integritas tentang apa yang



mau disampaikan dan sebagainya,” kata Sugeng.

Masyarakat,  lanjutnya,  akan  mendengar  pandangan  dari  para
capres tersebut, mengenai politik, ekonomi dan sosial budaya.

“Tetapi kita juga perlu mendengar tentang calon wakil presiden
(cawapres),  karena  akan  menjadi  pasangannya.  Dan  tentunya
keberadaan  wakil  presiden  akan  menambah  energi  bagi
presidennya,”  katanya.

Sugeng menyebut ada lima bakal Cawapes Anies Baswedan semakin
mengerucut. Seluruhnya sudah diketahui oleh Anies Baswedan.
“Sekarang sudah ada lima kandidat,” ujar Sugeng.

Sugeng belum dapat membeberkan nama-nama tersebut. Sebab, hal
ini merupakan bagian dari strategi kemenangan.

“Kita juga menunggu kandidat lain siapa, sehingga kita ada
pertimbangan kalau menunjuk salah satu (nama),” jelasnya.

Koalisi Perubahan telah menyerahkan sepenuhnya kepada Anies
untuk menentukan pendampingnya. Ia meyakini Anies tidak perlu
membutuhkan waktu lama untuk bakal cawapresnya.

“Kita  sedang  merangkum  sedemikian  rupa  persoalan-persoalan
kebangsaan ini ke depan, baik dalam dimensi politik, sosial,
budaya, pertahanan, dan juga ekonomi. Lantas itulah yang kita
formulasikan menjadi sebuah Indonesia yang harus kita hadapi
ke depan,” ungkapnya.(Tim K6)

Kader  Gelora  Dorong  Pemprov
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Banten  Segera  Buatkan  Perda
Kuliah Gratis Bagi Anak Yatim
written by Editor2 - | 22 Juni 2023

Kabar6- Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mendorong
Pemerintah  Provinsi  Banten  untuk  segera  membuat  Peraturan
Daerah (Perda) yang mengatur tentang pendidikan gratis mulai
dari tingkat SMA hingga Perguruan Tinggi.

Perda  pendidikan  gratis  dianggap  sangat  penting  guna
melindungi anak- anak yatim dan anak kurang mampu agar mereka
memiliki ilmu pengetahuan mumpuni dalam menghadapi persaingan
di era digitalisasi.

“Pemerintah Daerah jangan abai terhadap pendidikan anak- anak
yatim dan anak kurang mampu. Mereka harus kita lindungi dan
berikan  jaminan  dengan  membuat  regulasi  tentang  pendidikan
gratis mulai dari tingkat SMA hingga Perguruan Tinggi,” ungkap
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Sukardin, Kader Partai Gelora Indonesia Kabupaten Tangerang,
kepada wartawan, Rabu (03/05/2023).

Tokoh muda pemerhati pendidikan yang berdomisili di Kabupaten
Tangerang ini menuturkan, anak- anak yatim dan anak kurang
mampu tersebut hanya bisa pasrah serta kerap dihantui rasa
ketakutan ketika ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA
dan Perguruan Tinggi.

Mereka terpaksa harus menghentikan semangat belajarnya akibat
ketidakmampuan keluarga dalam membiayai pendidikan.

**Baca  Juga:  Diduga  Kuasai  Ganja  50  Kilo,  Oknum  Tentara
Digerebek di Kelapa Dua Tangerang

“Hal ini seharusnya menjadi skala prioritas Pemerintah Daerah
supaya tidak terjadi ketimpangan sosial. Jika ini dibiarkan
berlarut- larut dikhawatikan akan muncul masalah baru bagi
daerah ini,” katanya.

Sebenarnya,  kata  Sukardin,  Pemerintah  Daerah  sangat
diuntungkan jika membuat Perda pendidikan gratis untuk siswa
miskin setingkat SMA dan Perguruan Tinggi tersebut.

Hal itu bisa menjadi sebuah investasi besar jangka panjang
yang dapat menguntungkan Pemerintah Daerah setempat.

Dengan  kebijakan  itu,  tentunya  Pemerintah  Daerah  tak  lagi
kekurangan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM),  karena  sudah
dipersiapkan  sejak  awal.

“Pemerintah Daerah tinggal seleksi siswa- siswa kurang mampu
yang punya prestasi terbaik. Setelah itu mereka disuruh kuliah
ke  Perguruan  Tinggi  ternama  di  tanah  air  bahkan  di  luar
negeri,  dengan  biaya  sepenuhnya  ditanggung  oleh  Pemerintah
Daerah. Setelah lulus kuliah mereka dipanggil kembali untuk
mengabdi dan membangun daerahnya. Dengan begitu Banten dijamin
tidak akan kekurangan SDM,” ujarnya.(Red)
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Bikit  Ruwet,  Kemenag
Disarankan Tidak Tangani Lagi
Urusan Haji
written by Editor2 - | 22 Juni 2023

Kabar6-Wakil  Ketua  Umum  (Waketum)  Partai  Gelombang  Rakyat
(Gelora) Indonesia bernomor urut 7 pada Pemilu 2024, Fahri
Hamzah menilai pro kontra rencana kenaikan biaya haji 2023
bisa  menjadi  momentum  bagi  pemerintah  untuk  mengubah  pola
pikir (mindset) dalam pelaksanaan ibadah haji.

Selama ini, pemerintah Indonesia selalu memiliki pola pikir
sebagai konsumen, bukan penyelenggara haji. Hal ini tentu saja
berdampak pada tingginya biaya haji, serta buruknya pelayanan
terhadap para jemaah haji Indonesia.
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“Mindset  pemerintah  saat  ini,  bahwa  kita  adalah  konsumen.
Menurut saya Indonesia sebagai negara muslim terbesar harus
pindah  dari  mindset  konsumen,  kepada  mindset  penyelenggara
haji,” ujar Fahri dalam Gelora Talk ke-80 bertajuk ‘Pro Kontra
Rencana Kenaikan Ongkos Haji’, Rabu (1/2/2023).

Menurut Fahri, pemerintah Arab Saudi membutuhkan mitra dalam
penyelenggaraan haji. Sehingga Indonesia, harus ikut terjun
dalam penyelenggaraan haji di Arab Saudi.

Sejauh ini, kata Fahri, beberapa negara seperti Turki dan
Malaysia  misalnya,  telah  lebih  dulu  terjun  dalam
penyelenggaraan haji. Dua negara ini, mengatur penyelenggaraan
hajinya  secara  masif,  sehingga  memberikan  manfaat  dan
keuntungan  bagi  para  jemaah  hajinya.

“Saudi  Arabia  itu  perlu  teman  dalam  penyelenggaraan  haji.
Negara Lain sudah masuk kepada penyelenggaraan haji secara
lebih  masif.  Turki  misalnya  cukup  masif,  Malaysia  cukup
masif,” jelas Fahri.

Jika Indonesia ikut serta dalam penyelenggaraan haji, lanjut
Fahri, dapat membuat efek yang baik kepada jemaah haji dalam
negeri.

“Efek dari kita kepada penyelenggaraan haji, tidak saja haji
secara umum penyelenggaraannya lebih baik. Tapi itu juga akan
memberikan efek baik untuk jemaah Indonesia,” katanya.

Karena itu, Wakil Ketua DPR Periode 2009-2014 ini meminta
pemerintah Indonesia tidak memiliki mental ‘tangan di bawah’
saat  berdiplomasi  dengan  Pemerintah  Arab  Saudi.  Tetapi
Indonesia, harus memiliki sikap dalam berdiplomasi dengan Arab
Saudi.

“Saya waktu itu mengusulkan kepada diplomasi Indonesia. Jangan
berdiplomasi  kepada  Saudi  Arabia  dengan  mental  tangan  di
bawah. Saya usulkan mental tangan di atas,” ungkap Fahri.



Bahkan  ia  menyarankan  agar  Badan  Pengelola  Keuangan  Haji
(BPKH) menginvestasikan dana haji kepada penyelenggaraan haji
di Arab Saudi. Karena dengan investasi pada penyelenggaraan
haji, bakal menguntungkan jemaah Indonesia.

“Kita baru bicara uang cash di BPKH yang diperuntukkan untuk
Penyelenggaraan  Haji,  dan  investasi  haji.  Yang  harusnya
diinvestasikan lebih banyak di Tanah Suci dan dengan jaminan
hasil yang lebih besar,” ucap Fahri.

Apalagi saat ini, Arab Saudi telah menjadikan haji dan wisata
lainnya sebagai prioritas sumber pendapatan negara. Sementara
investasi  pada  sektor  haji,  menurut  Fahri,  bakal  terus
mengalami perkembangan.

“Saudi Arabia saat ini melihat haji dan wisata secara umum
sebagai  sumber  pemasukan  mereka  setelah  minyak.  Nah,
Keterlibatan kita di sana tentu akan memberikan nilai yang
lebih  besar  karena  uang  kita  bisa  dikelola  di  dunia  yang
investasinya terus bertambah. Jumlah jemaah Haji tidak pernah
berkurang setiap tahunnya,” pungkasnya.

Seperti  diketahui,  Pemerintah  melalui  Kementerian  Agama
mengusulkan BPIH tahun 2023 sebesar Rp69.193.733,60.

Jumlah ini adalah 70 persen dari usulan rata-rata BPIH yang
mencapai Rp98.893.909,11. Sementara 30 persennya berasal dari
nilai manfaat dana haji yang dikelola BPKH.

Kegaduhan

Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia
(IPHI) Ismed Hasan Putro mengatakan, kegaduhan dalam wacana
kenaikan biaya haji 2023, karena Kementerian Agama (Kemenag)
tidak  melakukan  sosialisasi  terlebih  dahulu,  apalagi
kenaikannya  mencapai  100  persen.

“Naik atau tidaknya biaya haji, ini kan sebenarnya persoalan
yang  rutin  setiap  tahun,  sebelum  atau  sesudah  pemerintah



membentuk BPKH. Itu akibat penyelenggaraan ibadah haji kita,
kalau istilah saya masih agak ruwet,” kata Ismed.

**Baca Juga: Ini Pesan Kapolresta Serkot untuk Polantas

Penyelenggaran haji Indonesia saat ini, kata Ismed, diatur
oleh dua institusi. Pertama oleh Kemenag melalui Direktorat
Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang mengatur teknis
operasional haji, serta yang kedua adalah Badan Pengelolaan
Keuangan Haji (BPKH) terkait biaya haji.

“Inilah yang menyebabkan penyelenggaran haji kita masih agak
ruwet, dan tidak profesional dalam menangani setiap persoalan
haji. Tidak ada sinkronisasi dua lembaga ini, yang terjadi
justru tarik menarik kepentingan,” katanya.

IPHI mengusulkan agar pemerintah membentuk lembaga independen
penyelenggaran  haji  yang  melebur  Direktorat  Jenderal
Penyelenggaraan  Haji  dan  Umrah,  serta  BPKH.

Sehingga Kemenag tidak lagi ‘cawe-cawe’ urusan haji, cukup
mengatur masalah enam agama yang sudah diakui di Indonesia

“Kita usulkan dibentuk lembaga independen yang secara khusus
mengatur penyelenggaraan haji, bukan Kementerian Haji. Kalau
Kementerian Haji, itu praktiknya di lapangan nanti sama dengan
Kementerian Agama. Padahal kita ingin Kementerian Agama tidak
lagi mengurusi haji, mengurusi masalah agama saja sudah cukup
banyak,” katanya.

Sedangkan Senator Syech Fadhil Rahmi, Anggota DPD RI asal Aceh
menegaskan, DPD RI menyatakan menolak rencana kenaikan biaya
haji 2023, karena situasi global saat ini sangat memberatkan
masyarakat,  sehingga  perlu  ada  win-win  solution  dari
pemerintah.

“Rencana  kenaikan  ini  masih  bersifat  usulan  dari  Kemenag.
Beberapa  fraksi  di  DPR  menyatakan  menolak  kenaikan  ini,
begitupun  dengan  DPD.  Kita  pikir  pemerintah  perlu  untuk
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mengurangi angka-angka yang memicu kenaikan biaya haji, perlu
ada win-win solutin, jangan dipaksakan,” kata Syech Fadhil.

Ketua Umum Afiliasi Mandiri Penyelenggara Umrah Haji Indonesia
(AMPUH) Andi Abdul Aziz menambahkan, rencana kenaikan biaya
haji itu tidak hanya terjadi pada haji reguler saja, tapi juga
haji khusus (ONH Plus).

“Komponen pertama yang naik itu, menyangkut pelayanan di Saudi
karena  pemerintah  membayarnya  pakai  Riyal.  Komponen  kedua
adalah harga tiket di tanah air, dan komponen ketiga kita
masih  menunggu  soal  penurunan  biaya  paket  30  persen  dari
pemerintah Arab Saudi,” kata Andi.

Andi mengungkapkan AMPUH telah berdiskusi dengan Kemenag agar
rencana  kenaikan  biaya  haji  dievaluasi.  Sebab,  rencana
kenaikan tersebut, sangat berat memberatkan masyarakat karena
sudah menunggu lama daftar tunggu haji.

“Ketika  mau  berangkat  harus  membayar  lebih  tinggi,  tentu
sangat memberatkan masyaraakat. Situasi ini juga memberatkan
jemaahnya yang punya daftar sampai 40 tahun, harusnya dia
mendapatkan manfaat dari biaya haji yang dibayarkan, bukan
malah dibebani kenaikan yang tinggi. Gambaran-gambaran seperti
kita sampaikan ke Kemenag agar ada evaluasi ,” tegasnya. (Tim
K6)


